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BEBERAPA ASPEK RESERVASI DALAM PERJANJIAN INTf, RNASIONAL

OIeh :
Achmad B. Brkry

setiap negara mempunyat hak untuk mengajukan rerervasl
internasional, penolakan atau penerimaan mempunyai aktbal
konseku'ensi tertentu, hol demrkian disesuaikdn tlengan maksud dan
sualu perJaniian inlefnas ionql.

kelembagc
hukun dan
tu1r.tan dart

Pendahuluo n
Konsepsi Hukum Internasional

mengenai negara, disebutkan dalam
konvensi Montevidio tahun 1933
tentang "Hak-hak dan kewajiban
n€gara (Strake, 1958:80) menetapkan
adanya empat syarat yang harus
dimit iki  oleh suatu negara sebagai
suatu badan (subyek) Hukum
Internasional. Keempat syarat itu ialah
penduduk yang tetap, wilayah tertentu
pemerintah dan kemampuan untuk
memasuki pergaulan Internasional
( hubungan Internasional ).

Dalam perkembangan kehidupan
negara-negara dewasa ini untuk
mewujudkan citacita nasionalnya tak
pelak lagi harus mengadakan hubungan
dengan negara lain. Salah satu bentuk
hubungan (transaksi) Internasional
yang konkrit dan relevan bagi
kepentingan nasional suatu negara
ialah perjanjian Internasional baik yang
bersifat bilateral maupun yang bersifat
mult i lateral.

Praktek perjanj ian Internasional
bagaimanapun juga, suatu negara tidak
diberi hak mutlak untuk mewuiudkan

gqhcrapa Aspe* Res.ttasi Dqlam
Perj a nj i a n I n rern qs,onql

kepentingan nasionalnya secara
menyeluruh. Hal ini  sebagai
konsekwensi penarapan rloktrin yang
tumbuh dan berkembang dalam
hubungan &ntara negara-negara yang
kemudian dilembagakan dalam hukum
lnternasional khusus. Ketidakmutlakan
tersebut juga diakui oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa sebagarmana
disebutkan di dalam Piagamnya. Pasal
l  (2) yang berbunyi :

. . . . . .  hubungan
persahabatan antara bangsa-
bangsa berdasarkan penghargaan
atas azas-azas pe rsamaan hak-
hak dan hak banqsa-banesa
untuk menentukan nasib sendiri
(garis bawah ,Jari saya),
dan.. . . . ,

Oleh sebab i tu, sesuai dengan
kedaulatan yang dimil iki  oleh negara
dan berdasarkan hak untul. menentukan
nasib sendiri tersebut, suatu negara
diberi  kebebasan (keleluasaan) untuk
mewujudkan cita-cita nasionalnya
dalam rangka ikut serta sebagai pihak
dalam perjanjian Internasronal. Bentuk
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kebebasan itu dapat berupa tidak
adanya keharusan untuk meratifikasi,
negara dapat menarik dir i  dari
perjanj ian, reservasi dan lain-lain.

Dalam makalah ini penulis
hanya akan membahas bentuk
kebebasan negara dalam perj nj ian
Internasional yang disebut reservasi.
Ist i lah reservasi yang penulis gunakan
dalam makalah ini merupakan
terjemahan
negotiat ion,

neqorsasl  untuK
ratifikasi untuk

Adanya lembaga reservasl ini
disebabkan karena suatu negara yang
ikut serta sebagai pihak dalam suatu
perjanj ian t idak dapat menyetuj ui
seluruh mater i  (  rs i )  per janj ian
mengingat ada diantara materi danratau
ketentuan perjanj ian (konvensi);  i tu
yang t idak (kurang) sesuai dengan
kepentingan nasional negara ."-ang
bersangkutan. Jadi apabila seluruh
materi  danratau ketentuan pe r j  anj ian
itu diterima, maka sudah barang tentu
kepentingan nasional negara peserta
konvensi tersebut akan diuraikan.

Dalam keadaan s,3pert i  i tulah
suatu negara menyatakan dir inya ikut
serta (sebagai pihak) dalam perjanj ian
(konvonsi dengan satu atau beberapa
reservasi ).

Permasalahan
Suatu perj anj ia n apabila

diadakan hanya oleh dua negara saja
(perjanj ian bi lateral) persoalannya
tidaklah demikian su l i t ,  karena
bilamana salah satu pihal menyatakan
keberatan atau menolak rr:servasi vang
diajukan oleh pihak peserta lainnya,
maka perjanj ian tersebut meniadi gugur
(Br ier ly,  1963:23-3).

Berlainan halnra dengan
perianj ian mult i lateral,  dimana apabila
reservasi yang diajukan oleh suatu
negara t idak diterima atar ditolak oleh
satu atau beberapa nellara pes€rta
lainnya, maka akan t imbul beberapa
persoalan hukum, yaitu :

rat i f icat ion, dan lain-lain ist i lah yang
sejenis dengan i tu. Beberapa penulis
menggunakan istilah "pencadangan"
(Boedi
"Persyaratan"

Harsono, 1982:35)
(syarat) atau

"pembatasan'" (Mochtar, .  1976 125-
I  271 untuk menunjukkan pengert ian
yang dikandung oleh ist i lah reservation
tersebut, sedangkan dalam beberapa
lJndang-Llndang di negara kita
digunakan ist i lah "persyaratan".

Berbicara mengenai re servas i .
tidak dapat dilepaskan dengan isi
(materi ) satu perjanjian Internasional
khususnya perjanj ian mult i lateral
(multilateral trcaty'), oleh karena
lembaga ' - ressrvasi"  in i  justru
(memang) ditujukan kepada isi
perjanj ian mult i lateral i tu sendir i ,  sama
sekali  t indak mengenai hal-hal lain
yang berhubungan dengan perjanj ian
sepert i  misalnya: cara-cara
mengadakan per janj ian dan lain
sebagainya.

Beberupq Aspeh Reseryasi l)olam
P.4anj ian I n ternasion a I
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l. Bagdimanakah akibat hukum
dari penerimaan atau penolakl'l
terhadap leservasi tersebut, atau
dengan kata lain 'sejauh :rnana

' dkibat hukum'ieservasi dengan
negara yang menerima rescrvasi

' i maupun diantara negara yang
mengajukan reservagi dengan
negara yang menolak, reservasi?

2. Dalam hal apa saja reservasi
ditolak atau tidak diterima oleh
pihak pese a konvensi

' (perjanjian) atau dengan kata
lain apakah ada - pcmbatasan-
pembatasan tertentu terhadap
boleh tidaknya suatu reservasi
diajukan? I

3. Sejauhmana akibat hukum
mengenai status negara yang
mengajukan reservasi sebagai
pihak peserta perjanjian

' (mengikatnya perJ anj l an
baginya) apabila reservasi yang
diajukannya itu bert€ntangan
atau tidak sesuai dengan tujuan
dan maksud perjanjian?

4. Apakah .ada kriteria t€rtentu
mengenai keoocokan
(kesesuaian) dan ketidakcocokan
(ketidaksesuaian) suatu reservasi
dcngan tujuan dan maksud dari
perjanjian dan siapakah yang
menentukan hal itu.
Pembahasan dalam makalah ini

penulis batasi sesuai dengan
perrqrasalahan tersebut dalam bab di
atas. Untuk memudahkan pembahas4n

: ,' dikemukakan o:eh Boedi
Harsono adalah sebagai berikut :
"Resotyasi adalah suatu
pernyataan rcsrri negara yang
diberikan sewaktu
menandatangani, meratifikasi

' atau menyatakan ikut serta
dalam suatu persctujuar . yang
menentukan hal-hal tertentu
scbagai syarat : kesediaannya
menjadi pihak yar,g bersetuj u"
(Boedi Harsono, I  982:35)

Konvensi ' rVina.. tahun
1969 (Tht: Vienaa ( onventton on
the Law of 7'reatties) dalnm
artikel 2
batasan:

(d) memberikan

"A reservatton means o
untlaterol statement,
hovever phrased or
named, made by a State,
When, signing ratifuing,
acceprtnS, dpprovtnS or
accending io a treoty,
wheroby is purports Io
exclude or to modifu the
legal offecr of certain

Provisions oJr the lrealY in
lheir applicotion to sthat
Stute".

Jadi menurut konvensi tcrs€but
reservasi dimaksu<lkan sebasai

.masalah-masalsh terscbut,
qi ukan sistematikan sebagai

l .  ,Pengert ian
' Reservasi

Definisi

penul is
berikut :

Prosedur

reserlasi yang

dan

'8.baary Atpet Rct.rtati Dolata
Pcjanjicn Intc osional
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suatu ' pernyitaan 'sepihak oleh
suatu n€gara pada waktu
menandatangani. menerima,
menyetujui atau menyatakan
ikut serta dalam suatu perlanjian

, yang maksudnya untuk
meniadakan atau merubah akibat
hukum dari ketentuan-ketentuan
tertentu dari perjanjian itu dalam
penerapannya terhadap negara
tersebut.
Dari kedua betasan (defisi) tersebul
di,alas di dalamnya kita dapati
unsur, pgkok reservasi, yakni :
- Reservasi. harus dinyatakan

secara formali ' , t '
- Maksud dan,fujuannya adalah

,untuk me mbatasi. meniadakan
atau merubah akibat hukum
dari ketcntuan-ketentuan
perjanjian (konvensi) yang
.bersangkutan.

Konvensi Wina dalam artikel 23
(l) menyebutkan, bahwa
pernyataan menerima atau
menolak suatu reservasi
haruslah dirumuskan sec&ra
tertulis dan harus diberikan
kepada negara peserta dan
negara-negara lain yang berhak
menjadi pihak perjanjian.
Demikian pula penarikan
terhadap penolakan suatu
reservasi juga harus dinyatakan
secara terlu lis.
Dalam praktek, sering
pernyatpan men€rima I atau

menolak suatu reservasi tidak
dilakukan secara formal (Mardra,
I  981 :60 ) .
Artikel 23 (2) menyatakat bahwa
apabila rescrvasi dirumuskan
pada waktu. me[andstangani
perjanjian (berkcrraan dengan
ratifikasi |, penerimaan atau
pcrsetujuan harusl;rh dikuatkan
secara formal oleh negara yang
mengajukan reservasi pada
waktg : menyatakan
persetujuorrnyar, . untuk
mengikatkan diri pada perjanj ian
tersebut. Dalam hal ini tclervasi
dianggap telah dibrrat.pada saat
penguatannya, Sualu pernyataan
menenma atau
reservasr yang

inenolak
dilakukan

sebelum penguatan
(comfrrmat ionl, mlka rese rvasi
tcrsebut tidak memerlukan
penguatan lagi.

Tentang penarikan
terhadap suatu rcservasi, dapat
dilakukan s€tiap wrktu di dalam
hel ini artikel 22 ( I ) menyatakan
bahwa pcrsetuj uan suatu negara
yang telah menetima reservasi
itu tidak diwajibkan, ketentuan
dcmikian ini berlaku pula bagi
penolakan terhadap rcservasi
ayat (2 ) nya.

Penarikan diri terhadap
reservasi mulai br:rlaku dalam
hubungannya dengan negara
peserta yang lrrin apabila

Alhnad 8, 8.trrB c b. r t pt .A t p 4. -R<r3 r* i,Ed t nr
Perjarjien Inlernasionol
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pemb€ritahuan tentang hal itu
telah diterima ole,h negare yang
bersangkutan, sedangkan

''penarikan keberatan (penolakan)
terhadap reservasi mulai berlaku
..pabila pembcritahuan tentang
hal i tu telah ,diterima oleh
ncgara yang mengajukan
reservasi (artikcl 22 ayat 1 {a)
dan (b).

Apabila tidak ada
kcberatan (penolakan) terhadap
suatu reservasi , yang diajukan
oleh . suatu Regara, maka
reservAsi .,'j'.dianggap telah
diterima, pada akhir l2 bulan
setelah reservasi diumumkan,
atau pada saat negara yang
bcrsangkutan menyat&kan
persetujuannya untuk
mengikatkan diri pada perjanjian
tersebut (rlikel 220 ayat 5).

Jadi apabila setelah masa
l2 bulan (satu tahun) itu lewat,
berarti reservasi yang diajukan
oleh negara yang bersangkutan
dianggap berlaku dan mengikat
bagi seluruh peserta perjanjian,
atau dengan perkataan lain
penolakan atau keberatan oleh ,
suotu. ncgara yang diajukan
setelah lewat masa satu tahun
tersebut, dianggap tidak sah
(t idak dapat diterima;.

2. Prinsip.Pvils;p Reservasi dalam
Hubungannya dengan

Penerimaan Penolakan terhadap
Reservasi dan Akibat Hukumnya

Pada mulrrnya suatu
negara hanya dapat mengajukan
regervasi kalau sudah ada
persetujuan dari seluruh peserta
perjanjian, sebab apabila tidak
demikian maka tujuan secara
menyeluruh atau bulat dari
perjanjian yang bersangkutan
dirugikan (Strake, i958:4291.

Bertitik r:olak dari
pandangan tersebut, maka
timbul suatu azas yang
menyatakan bahu'a : Suatu
reservasi hanya be.laku apabila
peserta-pesefia lainnya pada
pcrjanj ian itu menerima
reservasi yang diajukan. Azas
(doktrin) ini merupakan
pandangan yang tradisional
mengenai reservasi dan dikenal
dengan azas (doktrin)
"kesempatan yang bulat"
(Uninimity Principle) (Mochtar,
1976 1251

Menurut azas (doktrin)
ini suatu negara yang
mengajukan reservasi dalam
suatu perjanjian tidak dapat
menjadi pihak peserta dari
perjanj ian tidak dupat menjadi
pihak peserta dari itu, apabila
reservasi yang diaiukannya i tu
ditolak oleh nefiara peserta
lainnya, meskipun penolakan itu
hanya dilakukan oleh satu

B.bcrtpa 
'kpc* 

Rctavaci Dalaa
Pcrjanjita Int.rnrtiottd
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negara. peserta saja. Dengan
demikian azas (doktrin) ini
memberikan suatu. pandangan
yang bersifat ekstrim dan kaku,
karena hak dan kedudukan
nggara yang mengajukan
reservasi (the ritservasi stalel
ssbagai pihak peserta perjanjian

,.menjadi hilang sama sekali
lantaran hanya satu ncgara saja
yang monyatakan keberatan atau
mqnolak reservasi yang
diajukannya. Azas (doktrin)
kesekepatan yang bulat ini
didasarkan atas kehendak untuk
memelihara atau 'inenjaga
keutuhan (integrity) dari
perjanj ian (Mochtar, 1976:126).
Oleh karena itu azas ini disebut
juga dengan "Prinsip keutuhan
yang absolut (the principle of
absolute integrity)". (Brownlie,
1973:588 )

Azas. (doktrin) ini antara
lain dianut oleh Liga Bangsa-
Bangsa (1920-1946), untuk
perjanj ian-perjanj ian yang
diadakan di bawah naungannya;
dan kemudian diikuti lima
puluhan, khususnya oleh Serikat
Jenderal PBB dalam
kedudukannya sebagai
penyimpan naskah konvensi
(depository'  of conventions)
(Mocht5r, '  "  1976:tr25 dao"., . . . .
Brownlie. l973:588)

Berbeda dengan kaedah
atau doktrin kebulatan suara
ters€but di atas ada pula prakte
negara-n€gara mengenal
rgseivasi yeng dikcnal dengan
doktrin atau sistem Pan
Amerika. Menurut ajaran ini,

' tidak diperlukan persetujuan
. yang bulan dari prrserta-peserta

yang telah menjadi peserta suatu
perjanjian atas reservasi yang
diadakan oleh llegara yang
hendak turut serta daam
perjanjian, melainl:an perjanj ian
itu dianggap berlaku dengan
reservasi yang diajukan antara
negara yang m,:ngajukannya
dengan n€gara p€serta yang
mengajukan reservasi itu,
sedangkan diantara negara yang
mengajukan regeryasi itu dan

' peserta perjarliian yang
menolaknya, pe{anjibn itu
dianggap tidal: berlaku
(Mochtar, 1976:125). Dengan
demikian maka di bawah sistem
Pan Amerika suatu perjanj ian-
perjanjian muliilateral yang
masing-masing keci l  jumlah
pesertanya, atau sekumpulan
perjanjian bilateral. Jadi doktrin

. Pan Amerika ini merupakan
suatu sistem ya:ng fleksibel
karena memperkenanlran atau
memungkinkan' t l le rcscrving

' stat{' hienjadi , pihak... peserta
perjanjian berhadrtpan dengan

Beb.rapa Atpck Retcrvasi Dolam
Pcrjoniian InlcrBosionol

296 Achnad B. Bitty
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negara ysng menerima reseryasi
.yang borsangkutSn.

' Lebih.daripada itu sistem
ini ,mempcrkenankan suatu
negara mengejukan. reservasi

, yang ruang lingkup materinya
' luas dan ,dapat menjadi pihak
peserta perjonjian .meskipun
reservasinya itu .banyp m€ngikat
dua ataq tiga nggara,ssja yang
ineherima .reservasi tersebut
(Mochtar, .1976:126). Doktrin
ini juga dianut oleh konvcnsi

' '' wina tahun 1,969, khususnya
ketentuan .dalam. artikel 20 dan
t tar .

Apa yang diuraikan
. mengenai kedua doktrin tersebut

di atas pada hakekatnya
berkenqan langsung. dengan
akibqt hukum penerimaan dan
pcnolekan reservasi yang
diajukan oleh satu atau beberapa
negara p€serta konvensi: khusus
mengenai kcdudukan " the
lesening srare" sebagai pihak
perjanjian. Dalam . doktrin
kesepakatan yang .bulat, terlihat

'bahwa hanya .. dengan
penerimaan/persetujuan yang

. bulat ' dari seluruh. peserta
konvensi (perjanjian) terhadap
reservasi yang diajukan, baru
aken. mempunyai .akibat hukum

, terhadap kedudukan "the
re$erving. state': sebagai pihak
pes€rtr konvelsi yang sah;

scdangkan scbaliknya meskipun
dengan p€nolakarr oleh satu
negara peserta saja terhadap
reservasi terscb.ut, akan
mengakibatkan kedudukan "lle
reserving state" sebagai peserta
perjanjian (konvensi) menjadi
tidak sah (hilang).

Selanjutnya menurut
doktrin Pan Amcrika, akibat
hukurn penolakan tirhadap suatu
reservasi yang diajukan oleh
satu atau bgberapa negara
pese a, t idak'- akan
mcnyebabkan stirtus "the
reserving sf4le" sebagai pihak
peserta p€rjanjian menjadi
hilang, ateu ridak akan
menyebabkan perjanjian tidak
berlakui tidak mengikat baginya,
nelainkan statusnya sebagai
pihak pescrta perianjian akan
tetap diakui terbatas dalam
hubungan dengan pihak negara
peserta yang mcnerima reservasi
tersebut.

' Perkembangan dalam
praktek perihal reservasi,
khususnya perkembangan atau
perubahan hari doktrin
kesempatan bulat ke arah
doktrin Pan Amerilla antara lain
nampak dalam Gcnocide
Convention tahun 1948
((.'onvenlion on The Prevention
and Punirhment of I'he ('rime of
Genoculel. Perkembangan ini

Bcberap Atpc* Rcterrori Delant
Perj aajian Intcrnotional
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disebabkan oleh dua hal
(Mochtar, 1976:.126). Pertama

.. .',. '.,.keinginan .. untulF.'.. menjadikan
perjanjian Internasional sebagai
sumber hukuni yang lebih
penting bagi hukum
Internasional positif dengan
p€ngaturan sebanyak mungkin
persoalan 'dengan jalan segi
kedaulatan negara dalam turut
sertanya yang baru merdeka dan
juga tcrutdma dari riegara-ncgara
sosialis.

Dengan demikian a'pa
yalg menjadi (merupakan)
permasalahan pbrtama yang
p6nulis ' kemukakan dalam bab
permasalahan, sudah terjawab
oleh kedua doktrin' tersebut.

" Jiiwhban kedira' yang €rat
hubungannya - dengan
permasalahan pertama ialah:

'Apakah ada pembatasan-
pembatasan t€rtentu terhadap
boleh tidaknya suatu reservasi
yang diajukan oleh suatu negara
maupun" terhadrip reservasi itu
sendiri.

Jawaban atas
permasdlahan tersebut antara
lain dapat kita lihat dalam
artikel 19 konvensi Wina 1 969,
membbrikan pembatasan-
pcmbatasan tertentu terhadap
reservasi. Artikel itu pada
pokoknya menyatakan bahwa
setiap negara berhak untuk

mengajukan reservasi kecuali
apabitp: . ,
(a) " Peda{ian melarangnya

atau ada ketentuan (pasal-
pasal) dalam perjanj ian
(konvbnsi) yan1
bersangkutan melarang
negara-negara peserta untuk
mengajukan reservasi.
Larangan itu dapat diajukan
baik terhadap seluruh
matbri (kctentuan) dalam
konvensi' ataupun hanya
terbatas tiada pasal-pasal
tertentu saja dari konvensi
yang bersangkutan. Sebagai
contoh:

1) Konvensr tentang
. kefugian yang

didibabkan oleh
Peiawst Udara Asins
terliadap Pihak Ketigi
di atas Permukaan
Bumi lConventrcn on
Deage Cuased by

' F'oreign Aircraft to
Third l'artities on
Surface) tanggal 7
Oktober 1952, yarng
dalam artikel 39 nya
menentukan babwa
reservasi sama sekali
tidak diperkenankan.
(Starke, 1958:433)

2l Konvens.r Jenewa
lentang Landas
Kontinen (( ]enevu

B.r&apa Aspch Rctenasi Dalam
Parjonjitn Int.ttasional

298 Achaad B. Ba*ry
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(.'.onvention on the
('ontinental. Shelt)
tanggal 29, Apri l
1958. Dalam art ikel

. l2 konvensi tersebut
terdapat suatu
laqangan. khusus
terhadap artikel 1 s/d
3 dari konvensi yang
bersangkutan.

'(Mochtar, 1978242
'd$246)

Disamping itu menurut
hukum kebiasaan (praktek)
interhrisiotral juga tidak

. diperkenankan adanya :
- Reservirsi terhadap

ketentuan-k€tentuan
; i ybns ada dalam

Piagam PBB
khususnya bagi

, n9gara-negara yang
akan masuk sebagai
anggota organisasi
internasional tersebut.
Rescrvasi terhadap
reservasi. (Mochtar,
l98l :65)

(b) Perjanjian Menentukan
bahwa hanya reservasi
khusus diperkenankan, yang
tidak termasuk " reservation
in question" .
Istilah reservasi yang
khusus maupun istilah
reservalion in question,
seb€narnva masih

m€rupakan suatu persoalan,
tarena dalam konvcnsi
Wina. s€ndiri tidak
dijelaskan 8pa yang
dimaksud dengan istilah
tersebut.

(c) Reservasi ti,lak sesuai
dengan "maksud dan tujuan
p€rjanjian" (incomepat rbl e

. ntith the oblect and purpose
of the trenty). Jadi secara
contratio dapat dikatakan
bah*a apgbila reservasi
"sesuai" (compatftle)
dengan maksud dan tuj uan
perjanjian, maka hak untuk
mengajukan rcservasi tetap
ada, meskipun reservasi

' tidak diatur secara tegas
dalam perjanjian yang
b€rssngkutan. (Sinelair,
tanpa tahun:43 )

Penyebutan tidak sesuai
' maksud dan tujuan perjanj ian

disini adalah merupak.n suatu
kriteria (tes) terhadap diterima
atau ditolaknya suatu reservasi,
kriteria ini dikenal sebagai "tes
kesesuian" (compotibility test\
yang berhampirm dengan
doktrin Pan Amerika. (Mandra,
| 981 :66) Dokrin ini dianut oleh
Komisi Hukum lnternational
(International Law tlommission)
tahun 1962.

Hal ini  dapat, di l ihat
dalam laporan komisi hukum

Ecbaepa Arpct Rescriisi 'iiian

Pcrj a nj i a n I. l.na t tor t I
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Internasional PBB tahun 195 I
yang pada pokoknya
menyatakan bahwa doktrin
(kri teria) " compat tb il itll
rnengenai reservasi tidak cocok
untuk ditetapkan terhadap
konvensi mult i lateral pada
umumnya dan klasif ikasi
terhadap ketentuan konvensi,
yakni :
| ) Yang mengandung materi,

tujuan dan maksud.
2) Yang tidak mengandung

materi ,  tuj  uan dan maksud.
Sehubungan dengan doktrin
tenebut di atas persoalan yang
timbul ialah:
l)  Apakah akibat hukum

apabila suatu reservasi t idak
sesuai dengan maksud dan
tuluan perjanj ian? Dalam hal
demikian, maka setiap
negara peserta yang lain
boleh menyatakan keberatan
(menolak) reservasi tersebut.
Penolakan
dimaksudkan
mencegah

tersebut
untuk

mengi katnya
secara perjanJlan ltu antara
negara yang mengajukan
reservasl secara perjanj ian
rlu antara negara yang
megajukan reservasi dengan

sesuai dengan maksud dan
tujuan perjanj ian, maka
peserta yaog lain tidak
diperkenankan untuk
menvatakan keberatan
reservasi terseb,ut. Dalam hal
demikian " the reserytn4
.stale" menjadi pihak dalam
perJanjlan berhadapan
dengan (vis-a-vis) sel uruh
negara peserta (O'Connel,
1970 238\
Siapakah yang berhak
menentukan bahwa suatu
reservasi "lncompat ible "
atau "(;ompatihle" d,engan
maksud dan tuj uan
perjanjian?
Jawabannya ialah :
- Apabila reservasi yang

diajukan itu merupakan
kasus sengketa
internasional, maka yang
berhak menentukan
"compatthle" tidaknya
adalah Mahkamah
Internasional.  dengan
catatan apabila sengketa
tersebut diaiukan ke
sidang M ahkamah
Internasional.

- Untuk perjanjian yang
diadakan di bawah
naungan PBI] dan apabila
persoalannya belum atau
sampai ke Mahkamah
Internasional, maka

negara-negara
menyatakan
( menolak ) .

yang
keberatan

Sebal iknya
apabila suatu reservasi i lu

Bcbetupo Atpe* Reservasi Dalom
Pe rj anj i an I ntcrna t i o n a I
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kiranya yang berhak
memutuskan " compat i b I e"
tidaknya suatu reservasi
ialah Sekretaris Jenderal
PBB, dengan cetatan

. bahwa hak dari semua
negara pescrtapun masih
tetap diakui.

Diakui bahwa kriteria untuk
menetukan suatu rescrvasi
" incompatible" merupakan suatu
persoalan yang . sulit, karena
aplikasi mengenai kriteria
"compahility", menyangkut
petsgalan pedilaian dan banyak
bergantung ,pada negara peserta
masing-masing. (Brownlie,
1973:588)

Beberapa contoh Konvensi dan
Praktek Indonesia mengenai
Reservasi
Contoh-contoh Konvensi :
a. Konvensi mengenai

perbudakan (The Sluvery
Conention) tahun 1926.
Konvensi antara lain diikuti
oleh Hongaria dan Amerika
Serikat. Kedua negara ini
mengajukan reservasi dan
dalam kenyitannya untuk
dapat diterimanya reseruasr
itu diperlukan persetujuan
dari seluruh negara p€serta
konvensi (mengikuti prinsip
kesepakatan yang bulat).

tentang
team

terhadap
kejahatan pembunuhan
massaf manusia (convention
on the prevenlion und
punishment of .rhe crime of
genocide'y yang diadakan
oleh PBB tahun 1984.
Dalam kovensi ini terdapat
persoalan Hukum mengenai
rcservasi,. pcrsoalan mana
yang mcnygngkut kriteria
untuk m€nentukan hak dalam
mengajukan rescrvasi dan
hak untuk menolak reservasi.
Untulr memecahkan
persoalan ini Majelis Umum
telah meminta pendapat dari
Mahkamah lnternasional,
yang pada pokoknya adalah:
I )  Dalam konvensi ini

diterapkan prinsip Pan
Ame rika.

2 ) Diterapkan .juga doktrin
atau t€s kesesuaian
(Compatibility test)

Jadi jawaban Mahkamah
dalam hal ini juga tidak

. memberikan kriteria suatu
reservasi itu " compat i b i I i ty"
atau tidak.

b. Konvensi
Pencegahan
pcnghukuman

J.

Bcbaapo Atpcl Rescrtai Dalsm
Pclanjion Incrnatioral
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' Prrktek . lndoilcrlr Mengcnri ialah schubungon dangsn pasal
Rcservrri 4t (2) dan intlinyr soira persis
'' ,lvttngcnai.., praktek Indonesia dengan rescrvasi yong diajukan
bcrtalian dengan rescrvasi. dapat saya pada cofitoh a di ates.-.,..
tujuan contohiebagai berikut r 'F:" "- ."a.. 

Konvensi fJtyo (1963) tenrang Petrrrlp
"Polanggaran ybhg dilakukan Dbri uraian di atas dapar ditarik
dalam Pesawst Udara" (Offence_S--* -"kcsinpulan beberapa hal :
and Certain Othegfi'Aits . l Pada dasdr.nya (prinripnya) setiap
Commited an. fiaard= Atrcraffl, ncgara dalam suatu negara
*onve4rictdrra mehivrn hukum mompunyai hak untuk mengajukan

,,-a'@W Supprebstott al tlnlawful rcscrvssi dengan catata.n :
Seizure of Aircrafts), Konvcnsi a. Rcscrvasi dintungkinkan oleh
Montrcal .' (t97,1),. tentsrg
Pemberantasan Tindakan-
Tlrtdtkbd'Mbllrrin Hf*.um yang
mengancsm Keamanan
Pencrbangan. ,' Sipil (The .2. Pcnolakan msupun periorimcan oleh

Pcrjanj ian.
- b' 'Rpservasi' 

'tidak 'boitentangan
l" dongan. inalsud derr tuj uan

PGrJ AnJ I An.

' I Suppit.stlon of , Unlavful Acts
Agiit , th:e Safety of Cipil
Aviarion). Konvensi ter$ebut
diratifikasi dengan Undang-
Undang No. 2 Tahun 1976.

Konvensi Den Haag dan pasal
24 (lO l(onvensi Montrcal,

. bahwa lndonccia lidak mcngakui
, adanya yuriditsi menginlar dari

Mahkamah Internasional,
b. Konvensi Tunggal Narkotika
,,, (Sinple (lo*vention Narcofic

Drags) tahun 196l: Konvensi
tersebut siratilikasi dengan ..:
Undang' Undong Nor 8 "Tstun

- . 197,6. Reservasi yang diajukan

suttu negara mGtrtpunyai akibat
hukum tcrtcntu, yikni :
a:,, Penolaken, meskipo.n

' dilrk$lrad oleh saru
peserta sajr,

, perjanjian j (prinsip'kesepakatan
yang bulrt).

' b. Fensl*en r€servasi oloh satu
atau beberapa hegrra peserta
konvensi, tidrt sccora olomatis
mengehibrikan'degara yang
meigrj ukan reservasi statusnya
menjadi hiling seb'tgai pihak
pcs€rta perjanj ial, frielainkan ia
qfen ' tctap , dianggap sebagai
pihak pesefta, oleh pihak

hanya
negara

akan
' Rcscrvasi yang diaiukan ialah mengakibrtkan negsra

sehubungap pa.sal ,. 24 . (1) , "* mEngduken '',tCscrvrgii tidak
- Konvensi Tokyo, yasal 12 (l) dianggap setiagai pihrk peserta

Bcbcttp Atpel Rctcttosi Delaa
Pcrjonj ioe I ntee otion al
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(negara) , yang menerima
reservasi yang diajukan tersebut.
Dalam hal ini perjanjian akan
mengikat diantara pihak-pihak
tersebut, kecuali antara pihak
(negara) yang mengajukan
reservasi dengan negara yang
menolak rescrvasi, perjanjian
dianggap tidak bgrlaku
(Doktrin/Prinsip faq.drmerika).
Apabila reservasi yang. diajukan
oleh suatu negara temyata tidak
sesuai dcngan maksud dan
tujuan perjanjian, rnaka akan
berakibat bahwa reservasi itu
akan ditolak oleh seluruh pihak
peserta konvensi, dan scbagai
konsekwensinya negara yang

. mengajukan reservasi tersebut
tidak dapat menjadi .pihak
pesert& perjanjian. Sebaliknya
apabila reservasi yang
diajukanaya itu sesuai dengan
maksud dan tujuan perjanjian,
maka penolakannya ilu sesuai
dpngan maksud dan tujuan
perjanj ian maka ponolakan oleh
pihak peserta yang lain itu tidak
diperkenankan sehingga dengan
demikian pihak yang
nengajukan rescrvasi akan
menjadi peserta perjanjian vis -
a - vis .dcngan semua pihak
p€s€rta yang lain.

3. Yang berhak men€ntukan suatu
reservasi .yang diajukan oleh suatu
ffugtif 'Iitu'.c.otfpatiffiA*' tidaknyl

terhadap msksud dan tujuon
perjanj ian ialah :
a. Untuk masalah-nasalbh yang

merupakan kasus dan -tujuan
sengkcta intcrnasional, ialah
Mahkamah Internasional.
dcngan catatan apabila scngkcta
terscbut diajukan ke, sidang

., Mahkamah.
b. ' ,Untuk persoalan-persoalan yang

berkaitan dengan perjanjian-
perjanjian PBB, rcscrvasi yang
diaj ukan "comBtible" tidaknya
ditentukan oleh Selijen PBB.
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